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Pada hari inl Kamis tanggal 5 (lima) bulan Marst tahun 2026 bertempat di
Denpasar, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

3

= i
I. Nama : EEM NURMANAH o S I_[ i
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bafi
Alamat : JI, Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar Y

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukmsahnjumynm ¥
sebagai PIHAK KESATU,

11, MNama : FIRMANSYAH
Jabatan - Direkiur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Barisan Rakyat
Merdeka i
Alamat : Perum Jalak Putih IV, Blok A No. 7 (Griya Makmur); Singaraja, E
Provinsi Ball By "}
Dalam hal inl bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Barisan '
Rakyat Merdeka, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. | ,E
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya dissbut PARA ”

FIHAK terlebih dahulu menjelaskan:

8. FIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Ball, :

b.  PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum periode
tahun 2025 =d. 2027 berdasarkan Kepulusan Menteri Hukum Nomor M.HH-
5.HN.04.03 Tahun 2024 tertang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus
Verifikasi dan Akreditasi sabagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d.
2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6 HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembs

sebagal Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, -1=!u'-_
akreditasi C.




4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syara
~ Pemberan Bantuan Hukum ﬂnn-ﬁg? luran Dana Bantuan Huk
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Le
Republik Indonesia Nomar 5421): T
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas| Manusia Nomor 10 ahun 2
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuai
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor B16) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusfa Nomor 63
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Merter Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nemor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peratura
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Femberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130,

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Ban

tuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027
Nemer §7); e

g Organisas| dan Tata Kerja
Megara Republik Indanesia Tahun 2024 Nomor 832);
g Urganisasi dan Tata Kerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berta Negara Republik Indonesia T:hyn

2024 Nomor 912

9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Marusia Nomor M.HH-01.HN. 03.03
Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Mon Litigasi:
10. Keputusan Menteri Hukum Nemor M.HH-5HN.04.03 Tahun 2024

Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikas: dan Akreditasi sebagai
Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 = d. 2027,

11. Keputusan Menteri Hukum Nomor MHH-6 HN.04.03 Tahun 2024 tentang

Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditas Kembali
sebagal Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 8. d. 2037

12. Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomaor PHN.HN 04.03-230 Tahun 2026
tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum; .
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Kantor Wilayah

Hementerian Hukum Provinsi Bali Nomor : SP DIPA-1 95.0:3.2 693039/2026 Tanggal
1 Desember 2025,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakatl untuk membuat dan

menandatangan Perjanjian Pelaksanaan Bartuan Hukum Tahun Anggaran 2026,
dengan ketentuan sebagai berikut -




. akan fugas pembantuan di bidang ban
Khusus di bawah koordinas| Badan Pembinaan H
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan

penyelenggaraan bantuan hukum. =

4. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutriya disebut Par vasda adal
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukurn ya
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, ‘dan  evaluasi e .
penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. P

5. Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan seb agal
pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum. ' '

6. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional unfuk menunjang
pelaksanaan pemberian bantuan hukum. G e
7. Hari adalah hari kerja.

BAB Il
TUJUAN

Fasal 2
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukurm ini bertujuan unfuk menjamin: ¥
a. kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang
miskin; dan
b. penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi
Bali sesual dengan ketertuan peraturan perundang-undangan, -

BAB |l
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi: _
4. Pemberian Bantuan Hukum ltigasi dalam Perkara Pidana, Perdata. dan/atau Tata
Usaha Negara melalui pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam tahap:
1) penyidikan/pemeriksaan pendahuluan/gugatan; '
2)  persidangan di Pengadilan Tingkat |
3) persidangan di Pengadilan Tingkat Banding:
4}  persidangan di Pengadilan Tingkal Kasasi:
5} peninjauan kemball,
b. Pemberian Bantuan Hukum non litgasi meliputi keglatan:
1)  penyuluhan hukum;
2)  konsultas| hukum;




‘Hak dan Kewajiban PARA P|
‘3. PIHAKKESATU

n

2)

b. PIHAK KEDUA

1

2]

Hak: [
a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan ¢ Jﬁh

dokumen hasil pemberian bantuan hukum,
b} Memberkan rekomendas| penjatuhan sanksi apabila F

melakukan pelanggaran terhadap Perjanjlan Pelaksanaan Bantuan
HLIHU‘I'II [nLI 5 N RN e T A el = e T T L E
Kewajiban:

-

: N
8] Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum MW .

dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesual dengan kebijakan pemerintah

dan peraturan perundang-undangan: o

b)  Memfasiiitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan
hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan aleh PIHAK KEDUA; -
) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalul pemantavan dan
evaluasi pelaksanaan bantuan hukum, ‘Yl

Hak

Mengajukan taginan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan hukum
bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK KESATU
berdasarkan hasll pekerjaan melalui Sidbankum. '
Kewajiban:

a) Membernkan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin sesual dengan standar layanan bantuan hukum dalam
ruang lingkup pekerjaan yang diatur pada Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini. i

b} Memberikan laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran bantuan
hukum secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara barkala setiap
& (enam) bulan,

¢} Mengajukan kelengkapan dokumen pancairan angaarar banhsan hobian

yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling Igmt-ﬁ'{ﬂnm"i-'ﬁ[_"ll'_ ;

setelah pekerjaan selesal (untuk kegiatan nonlitigasi). :

d}  Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan hukum i
yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling iambqt-ﬁ-tﬁ;;iu.jmg- :
kerja setelah:; it «
(1) pekerjaan selesai untuk kegiatan nonlitigasi; atau
(2) pekerjaan selesai atau dokumen penanganan perkara dits
untuk kegiatan litigasi O
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(4)
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(2)

(1)
(2)
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‘dengan fincian sebagaimana teriampir,

1 |um

g _':_-r"j T :
2 __Rp 78700

Besaran anggaran bantuan hukum sebagalmana ¢
bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Huku
MQ&BMH mz.a" LS r?\."{lir.'. A
Rincian besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud p:
mengacy pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukur
Mon Litigasi berdasarkan Keputusan Menter Hukum dan Hak .
Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang
Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, i
Dalam hal anggaran bantuan hukum fitigasi maupun nonlitigasi -
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau fidak tersedia, ma AK
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin secara mandiri/probono, '

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Paszal 6 .
PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran FIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pemantauvan dan evaluasi, '
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fasal T
Fengalinan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal hanya dapat dilakukan
antar jenis bantuan hukum yang sama.
Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau
regiatan yang telah terbayarkan danfatau yang permohonannya telah tervernfikasi
dalam Sidbankum.

Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ke o el

sebagal berikut: ketentuan

a) Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) dilakuka
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dari anggaran yan:
tersedia, dengan cara PIHAK KESATL mengalihkan alokasi angg: et
Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya m"m‘w
Agustus tidak mencapai B0% dari anggaran yang tersedia; dan
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(3)
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(5)
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wmmmm ana cimaka

lebih lanjut dalam Perjan|ian Pelaksanaan

nhauli !nulnn yang tidak terpisahkan du{ifn

Pujunﬂun Pﬂdlhnnuan Bantuan Hukum Tnmbahm E
bulan September Tahun Anggaran 2026 atau Hl.ll'ne
persetujuan BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat. -
Dalam hal setelah Perjan|ian Pelaksanaan Bantuan Hl.lumT
dilakukan, PIHAK KEDUA tidak atau kurang akiif datam p 3an b
hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan pengalihan W Ty

Fazal 9

PIHAK KEDUA wajib menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hq.jum
Tambahan {addendum) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah n‘itnndnlnmnrhhh
FIHAK KESATU,

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Elmhiun
Hukum Tambahan (adderdum) sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PIHAK KESATU tetap dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA,

Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tamhahan
(eddendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) skan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATL.

|

BAB VI
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTALIAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKLUM

Pasal 10
PIHAK KEDUA mengajukan permehonan pencairan anggaran bantuan hukum
kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
Ternadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1), PIHAK KESATU
melakukan pemerksasn kelayakan dokumen untuk selanjutnya membarikan
perseiujlan terhadap dokumen yang memenuhi kelayakan,
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan atas
pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
Pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dan persetujuan sebagaimana dlmuhﬁud
pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum.
PIHAK KESATU melakukan pencairan anggaran kepada PIHAK KEDUA mlliuul :
pembayaran cleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secara Jf

langsung (L5) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai Hm’n s i
retentuan dan mekanisme yang bertaku, '




% el _ Pagal 1%, - Lo gl

(1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pencairan
hukum tahun anggaran 2026 kepada PIHAK KESATL
2026 sampal dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan
berakhir, A

(2) Dalam hal batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ss
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat m
pencairan pada tahun berikutnya. SN 1

(3) Pencairan anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk Fﬂqﬁ;ﬁi'ﬁ b
yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Perjanjian Pelaksangan
Bantuan Hukum (ni. gl

{4) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasl hanya dilakukan untuk perkara yang B =
pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya Pearjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

{5) Pembayaran anggaran bantuan hukum itigasi untuk perkara tahun anggaran 2025
yang berlanjut ke tahun 2026, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang ]
pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2026, li

Pasal 12 ‘!

(1) Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum darl PIHAK KEDUA yang sudah K
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU dihitung sebagai realisasi anggaran.

(2} PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

(3} Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar pertimbangan penetapan anggaran pada tahun berikutnya.

L '

»
i

BAE WIlI :
SANKSI il

Pasal 13
(1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh !
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merskomendasikan kepada a
Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan. .
(2) Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi
sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "




(3)

4)

{1}
(2)

(1)
(2)

(1

r =R Iﬁm o B .- ne al
umum,  perang. d

ﬁ PIHAK usnwmhm ﬁuﬁﬁ' ' ;!j; erjaan |

mela a arjaan b
Pelaksanaan Bantuan Hukum inl ln:urﬁ%lﬁmm hrnl lﬁli‘_ ey
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus
tertulis kepada pihak lainnya dalam wakiu paling 12 ‘14:5 @
satelah tarjadinya Force Majeurs.
Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh FIHME EDUA sebagal 8
akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK KE '” U,
demikian pula sebaliknya. : .

BAB X
JANGKA WAKTU

FPasal 15
Perjanjlan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januar
2026 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2026,
Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pemberian bantuan hukum antara tanggal 10
Desember 2026 sampai dengan tanggal 321 Desember 2026 tatap dapat dilakukan
secara mandiri/probono tanpa melalui APBN dan dilaporkan melalui fitur Bankum
Mandin dalam Sidbankum

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16
PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini funduk
sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia,
Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang tmbul dan atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
sedapat mungkin diselesalkan secara musyawarah untuk mufakat serta akan
dijadikan sebagai bahan evaluas| pada tahun anggaran berikutnya.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17 sl e
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan tﬁtﬂmwm
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-masing
mempunyal kekuatan hukum menglkat yang sama. -




{2) Biaya Meteral urtuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanasn Bantuan Hukum
dibebankan kepada PIHAK KEDUA 4 ; _

{3} Hal-hal lain yang belum diatur dalam Parjanjlan Palaksanaan Bantuan Hukum ini
akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) sebagal satu kesatuan yang
tidak terpisahkan darl Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl. =

{4) Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terkait bantuan hukum maka Perjanfian Pelaksanaan Bantuan Hukum Inl secara
langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terzebud,

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakal untuk
menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat daiam 2
{dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meteral, mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang fain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhl meteral,

PIHAK KESATU _
kepala Kantor Wikayah Hukum Provins
ali

EEM NURMAMNAH
WIP 19690607 1552032001







~ PERJANJIAN KINERJA
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Dalam mrrghu mmjudkm pigm““n EI: nt “.. ﬁ i i .: A

T ._ 1,
MNama ¢ FIRMANSYAH :

Jabatan @ Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bartm aki *’ | Merdeka
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU Lk '
Nama . EEM NURMANAH

Jabatan - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Pmirh‘mi’ﬂ’ﬂi

Selanjutnya dlsahl.rt PIHAK KEDUA

FIHAK KESATU berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target Hlnﬂfi- mﬂﬂi—
ciientukan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2028 dan me
pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum, serta n'halai'.im
xegiatan bantuan hukum nonlitigasi di Posbankum Desa dan Kelurahan. mhﬂhﬂh}
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadl tanggung jawab PIHAK

KESATL, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari PIHAK
KEDUA.

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil indakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi i

Depasar, 05 Maret 2026

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilaysh Kementerian Hukum

J7e

NIP 12E306071892032001

Drirektur/Ketua




